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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai konsekuensi dari melekatnya fungsi pelayaan publik, maka
administrasi negara dituntut untuk menerima tanggungjawab positif dalam hal
menciptakan dan mendistribusikan tingkat pendapatan maupun kekayaan serta
menyediakan program kesejahteraan rakyat. Apabila tanggungjawab positif
tersebut sudah dapat dilakukan, maka eksistensi pemerintah akan tumbuh
menjadi suatu pemerintah yang besar dan kuat, baik itu dalam ruang lingkup
fungsi maupun jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya.

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melibatkan
keseluruhan hal : untuk hak asasi manusia yang mendasar, pemanfaatan
sumber daya yang bijaksana yang tanpa pemborosan dan penipuan melalui
praktek korupsi lainnya. Tata pemerintahan yang baik memerlukan
penghormatan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ini juga yang
merangkum isu keadilan, kesetaraan, keadilan dan fair play dalam distribusi
barang dan jasa sehingga dapat mempromosikan dan meningkatkan kualitas
hidup rakyat terlepas dari kelas, status, agama atau pertimbangan yang

terbatas lainnya.’

! Abdur Rahman Olalekan Olayiwola. 2013. Leadership, Corruption and Governance in Nigeria,
Europian Journal of Business and Social Sciences, Vol.2, No.9, PP 1-19. hal 12



Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang
paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.
Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan
semakin meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya
pengaruh globalisasi?. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan yang tidak
sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu
tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspons oleh
pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Good Governance menurut definisi dari World Bank dalam buku
Kurniawan, adalah “The way state power is used in managing economic and
social resources for development and society”®. Sementara UNDP
mendefinisikan sebagai “The exercise of political, economic, and
administrative authority to manage a nations affair at all levels”. Dari
pengertian tersebut, secara fungsional aspek-aspek good governance dapat
ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dalam upaya
mencapai tujuan yang telah digariskan atau justru sebaliknya dimana

pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi in efisiensi.

2 Sedarmayanti,Dra.,M.Pd. 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka
Otonomi Daerah. Bandung CV; Mandar Maju, hal 48

3 Agung Kurniawan, 2005. Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta; Pembaharuan, hal 14



Governance sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang
mana keputusan itu diimplementasikan, maka analisis governance difokuskan
pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan
keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang
disususun untuk mendatangkan implementasi keputusan. Governance dapat
digunakan dalam beberapa konteks seperti coorporate governance,
international governance, national governance dan local governance®.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan yang
berkeadilan sosial, meningkatkan kemampuan sendiri dan perkembangan
ekonomi Indonesia diperlukan adanya suatu kebijakan strategis. Proses
kebijakan tersebut tentunya harus diarahkan pada suatu kerjasama yang dalam
pelaksanannya dapat berjalan secara serasi.’

Dalam era otonomi daerah, peran investasi menjadi semakin penting,
mengingat keterbatasan pemerintah daerah untuk mengatasi pelbagai
persoalan pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan
di daerahnya masing-masing. Dengan adanya investasi tentu akan tercipta
banyak lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, para investor diharap akan
mendirikan pabrik-pabrik baru, yang pada gilirannya akan banyak menyerap
tenaga dan mengurangi pengangguran.

Untuk menarik investasi ke daerah diperlukan adanya kemudahan

dalam proses perijinan karena pada keselanjutannya penanam modal akan

4 Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manjemen Keuangan Daerah. Yogyakarta; ANDI, hal 14
5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasinal (PROPENAS)
Tahun 2000-2004



menanamkan modalnya hanya dengan daerah yang memberikan fasilitas dan
kemudahan dalam proses perijinan atau yang lebih populer disebut dengan
istilah pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang
diberikan oleh seluruh unit secara terintegrasi atau terpadu, baik di tingkat
pimpinan sampai kepada bawahan, sehingga apa yang menjadi harapan
pelanggan dapat dipuaskan. Definisi dari gambaran pelayanan prima tersebut
mencakup: tingkat kecermatan (accurate), kecepatan pelayanan (fast),
informative, kesederhanaan (simple), langsung (direct), harga yang pantas
(reasonable), kenyamanan dan keramahan (courtesy).®

Pada masa krisis saat ini tingkat penanaman modal menurun sangat
tajam dibandingkan dengan masa sebelum krisis. Penurunan ini secara
langsung berdampak pada rendahnya pertumbuhan sector ekonomi. Dari
faktor domestik, alasan pasti menurunnya investasi adalah kondisi iklim
investai dan iklim usaha yang tidak kondusif. Sementara, dari sisi eksternal,
meningkatnya ketidakpastian ekonomi global bakal membuat persaingan
persaingan memperebutkan investasi semakin berat, terutama dengan
kecenderungan menurunnya penanaman modal asing (PMA) global dan
semakin agresifnya pesaing-pesaing utama negara kita yaitu negara-negara
tetangga.” Kekhawatiran Indonesia akan terpinggirkan lagi dan hanya menjadi
penonton dalam persaingan menjadi suatu hal yang sulit diingkari. Saat ini

Indonesia menempati urutan ke 161 di dunia dalam penilaian kemudahan

® Drajat Tri Karton.2004. Administrasi Pelayanan Publik; Antara paradoks dan Harapan Masa
Depan. Surakarta; Pustaka Cakra.

" M.Lutfi. 2009. Investasi Terhambat Birokrasi dan Struktur. www.Berita Indonesia.co.id. Diakses
22 Maret 2011.



berbisnis (doing business). Adapun dalam penilaian memulai usaha (starting
business), Indonesia menempati peringkat ke 122 dari seluruh negara-negara
di dunia.®

Penurunan investasi di Indonesia diantaranya diakibatkan keengganan
para investor berurusan proses perizinan usaha yang berbelit-belit.
Kesimpulan ini merupakan hasil studi Lembaga Tranparency Internasional
Indonesia (TI1I). T1l adalah LSM anti korupsi internasional yang tersebar di 90
negara termasuk di Indonesia. Peneliti TI-Indonesia Putut Aryo Saputro
mengatakan iklim usaha di Indonesia masih belum bersahabat.!® Lebih lanjut
dijelaskan mengenai hasil penelitian TI-Indonesia yang menunjukkan
penurunan tingkat investasi di Indonesia dari urutan 115 menjadi urutan ke
121 dari 183 negara yang di survei. Putut mengatakan keluhan para pengusaha
lebih banyak mengenai korupsi misalnya mengenai keharusan adanya uang
pelicin bagi lancarnya perizinan. Selain itu pengusaha juga mengeluhkan tidak
tranparannya proses perizinan, panjangnya proses birokrasi yang harus
ditempuh dan masih banyaknya suap terutama di daerah.!

Data hasil survei Transparency Internasional mengenai penilaian

masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia, memberikan

8 Boediono. 2009. Perijinan dipercepat. Jakarta : Kompas.

® Putut Aryo Saputro. http://www.kbr68h.com. Perizinan Satu Pintu, Ampuh Cegah Korupsi?
Diakses tanggal 23 Januari 2010
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nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebesar 2,2 kepada Indonesia. Nilai
tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei.'?

Carut marutnya sistem perizinan bisnis Indonesia juga ditandai dengan
masih adanya pengusaha yang memberikan tanda ucapan terima kasih pada
pejabat publik yang membantu dalam pengurusan usahanya. Masalah seperti
inilah yang menjadikan praktik korupsi di birokrasi masih terus terjadi.
Lemahnya sistem pelayanan publik di Indonesia memang masih banyak yang
perlu dicermati. Bukan hanya dari segi pemerintahnya saja namun juga
masyarakat. Dari survey yang dilakukan oleh TI-Indonesia, masyarakat juga
hanya sedikit yang tahu mengenai hak-haknya dalam pengurusan perijinan.
Dari survey yang dilakukan oleh TI-Indonesia terlihat bahwa hanya sekitar
kurang dari 20% pengusaha yang tahu dan kemudian menggunakan hak-
haknya.'3

Sementara itu hasil survei bisnis yang dirilis Political & Economic
Risk Consultancy (PERC), Senin 8 Maret 2010 menyatakan bahwa Indonesia
merupakan salah satu bintang negara emerging markets ternyata merupakan
negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Dalam survei
PERC tahun 2010, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara
terkorup dengan mencetak skor 9,07 dari nilai 10. Angka ini naik dari 7,69

poin tahun 2009.

12 survei TII tahun 2010, Koran Anak Indonesia, Yudhasmara Publisher; Fakta dan Data
Keadaan Korupsi di Indonesia Sangat Menyedihkan. Jakarta.

13 http://www.kbr68h.com. Perizinan Satu Pintu, Ampuh Cegah Korupsi? Diakses tanggal 23

Januari 2010
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Berdasarkan laporan Doing Business 2010 International Finance
Corporation (IFC), sebuah lembaga di bawah naungan Bank Dunia, secara
subnasional di 14 kota di Indonesia, terjadi ketidakseragaman kebijakan akibat
perbedaan persyaratan dan praktik-praktik yang dijalankan pemerintah daerah,
serta perwakilan badan pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, perbaikan iklim
investasi adalah sebuah kemestian.*

Berdasarkan data-data di atas menunjukkan, kegiatan investasi di
Indonesia masih mengalami banyak kendala besar, khususnya dalam kurun
sepuluh tahun ini seiring dengan bergulirnya kebijakan otonomi daerah. Masih
banyak pemerintah daerah yang tidak konsisten, antara tujuan pembangunan
daerah dan realitas kebijakan, serta pelaksanaannya di lapangan.'® Hal ini
terbukti dengan adanya keluhan para pelaku usaha mengenai peningkatan
jumlah dan besarnya pungutan, berbagai kasus korupsi, dan munculnya
pelbagai peraturan daerah yang menghambat dunia usaha. Tentu saja hal ini
bertentangan dengan semangat memangkas proses birokrasi yang harus
ditempuh ketika pelaku usaha ingin berhubungan langsung dengan pemerintah
daerah guna membuka usaha baru.

Untuk mengatasi kondisi tersebut dilakukan berbagai upaya perbaikan
kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi
mewujudkan pelayanan publik yang prima. Upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah juga didukung oleh Instruksi

Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Hal

4 Moh. llham A. Hamudy. 2010. Makalah; Serap Investasi dengan Pelayanan Terpadu.
www.pikiranrakyat.com. Diakses 23 Maret 2011.
15 1bid



http://www.pikiranrakyat.com/

ini dimaksudkan untuk menjamin adanya akuntabilitas dan transparansi
pelayanan publik di daerah.

Dalam upaya menciptakan iklim investasi di daerah, memberikan
pelayanan prima yang terpadu dalam hal perizinan adalah kata kunci yang
menjadi determinan.!® Oleh karena itu, pemerintah pusat membantu daerah
dengan mengeluarkan Keppres No 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman
Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, serta Permendagri
No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu. Produk-produk hukum tersebut telah cukup memberi payung
hukum untuk penerapan One Stop Service (pelayanan terpadu) di daerah.
Sehingga kedepan diharapkan regulasi antar daerah dalam penerapan One Stop
Service akan seragam, tidak tumpang tindih dan tidak saling berseberangan.
Pelayanan terpadu ini merupakan upaya memotong mata rantai birokrasi yang
panjang dan sering dikeluhkan investor. Proses perizinan akan dipermudah
dengan meringkas prosedur. Kewenangan izin di berbagai lembaga dipangkas
dan dilimpahkan agar menjadi satu pintu. Investor tidak perlu berinteraksi
langsung secara fisik dengan petugas perizinan.t’

Dalam praktek pelaksanaan otonomi daerah ini Pemerintah Kabupaten
Sragen sebagai pelaksana pemerintahan di daerah mulai melakukan langkah-
langkah strategis dalam meningkatkan iklim investasi di daerahnya.

Kabupaten Sragen merupakan kota yang strategis dengan berbagai potensi

16

Moh. Ilham A. Hamudy. 2010. Serap Investasi dengan Pelayanan Terpadu.
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besar yang dimilikinya. Keberadan Kabupaten Sragen sebagai bagian dari Eks
Karesidenan Surakarta didukung dengan potensi daerah sekitarnya yaitu Kota
Solo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan berbatasan dengan
Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Ngawi, menjadi nilai lebih tersendiri
bagi Kabupaten Sragen dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain di Jawa
Tengah. Sarana dan prasarana yang sudah cukup terpenuhi serta dukungan
kualitas sumber daya manusia yang terus berkembang menjadikan Kabupaten
Sragen sebagai salah satu daerah yang patut untuk dipertimbangkan di
Indonesia.

Tergerak untuk mengembangkan Kabupaten Sragen sebagai kota
industri dan perdagangan yang berdasarkan kearifan lokal, Bupati Sragen
menyatakan Sragen pada tahun 2013 ditargetkan sebagai kota paling pro-
investasi di Jawa Tengah. Oleh karena itu mulai saat ini Pemerintah
Kabupaten Sragen mulai mempersiapkan diri untuk merebut predikat tersebut,
salah satu langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sragen adalah dengan
kebijakan peningkatan layanan bidang perijinan melalui Sistem One Stop
Service.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, melalui serangkain pencarian
data dan penelitian maka penulis mengambil judul, “IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN ONE STOP SERVICE TERHADAP PENANAMAN MODAL

DI KABUPATEN SRAGEN”.
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B. Rumusan Masalah
Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk
memecahkannya Perumusan masalah dimaksudkan untuk membatasi dan
mempertegas masalah yang akan diteliti, sehingga bisa memudahkan dalam
pengerjaannya. Adapun beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan One Stop Service terhadap penanaman
modal di Kabupaten Sragen?

2. Apa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
kebijakan One Stop Service dalam perijinan penanaman modal di
Kabupaten Sragen?

3. Bagaimana model ideal kebijakan One Stop Service ke depan yang sesuai

dengan perkembangan zaman?

C. Orisinalitas Penelitian
Berikut disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai
dengan perhatian pada penelitian ini, yakni tentang Pelayanan masyarakat
(Publik service). Hasil penelitian yang dibahas dibatasi pada kajian yang
dipublikasikan beberapa tahun terakhir.
Zuraidah mempublikasikan hasil penelitiannya pada tahun 2007
dengan judul “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Mengenai Pengurusan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka Mewujudkan Good
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Governance” (Studi Kasus di Kota Medan). Dari hasil penelitianini
menunjukkan bahwa penerapan good governance dalam proses pemberian ijin
IMB belum berjalan secara optimal dikarenakan beberapa hal, antara lain
kualitas yang belum memadai, sarana dan prasarana, system birokrasi
pelayanan dan partisipasi masyarakat yang minim.*8

Dwi Puspita Budiarti mempublikasikan hasil penelitiannya pada tahun
2008 dengan judul Pengaruh Motivasi dan Persepsi Disiplin Kerja Pegawai
terhadap Kepuasan Pelayanan pada Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Karimun. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa Motivasi dan Persepsi
Disiplin Kerja Pegawai pada Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karimun
sangat berpengaruh terhadap Kepuasan pelayanan yang diberikan kepada
pelaku usaha. Subyek dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha
(masyarakat yang mengurus perijinan).®

Sonya Hellen Sinombor mempublikasikan hasil penelitiannya pada
tahun 2007 dengan judul Revolusi Birokrasi di Kabupaten Sragen dan
Parepare. Dari penelitian ini didapat informasi bahwa untuk mewujudkan
pelayanan yang prima, KPT Sragen menerapkan sistem online dengan kantor-
kantor kecamatan. Setiap saat, KPT bisa berkoordinasi dengan kantor
kecamatan. Untuk mengetahui respons masyarakat atas pelayanan di kantor

ini, setiap enam bulan sekali KPT Sragen membuat survei kepuasan

18 Zuraidah. 2007. TESIS: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Mengenai Pengurusan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka Mewwjudkan Good Governance” (Studi Kasus di Kota
Medan). UNSU: Medan.

19 Dwi Puspita Budiarti. 2008. TESIS: Pengaruh Motivasi dan Persepsi Disiplin Kerja Pegawai
terhadap Kepuasan Pelayanan pada Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karimun. Universitas
Terbuka; Magister Administrasi Publik.
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pelanggan. Dengan adanya pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan
pasti, otomatis dampaknya terasa pada investasi di Kabupaten ini.2°

Dari ketiga penelitian di atas didapatkan beberapa persamaan yaitu
penelitian tentang pelayanan publik (publik service) dan perijinan, namun juga
terdapat perbedaan yang mendasar. Pada penelitian pertama dan kedua, selain
lokasi penelitian jelas berbeda (Medan dan Karimun), focus penelitian juga
lebih dikonsentrasikan pada pelayanan IMB di Medan dan pengaruh motivasi
dan disiplin kerja terhadap kepuasan masyarakat di Karimun. Pada penelitian
ketiga, meski lokasi penelitian sama yaitu Kabupaten Sragen, namun
penelitian yang ketiga diatas menggambarkan secara umum wujud revolusi
birokrasi di Kabupaten Sragen.

Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, penelitian yang akan
dilakukan penlis kali ini akan difokuskan pada dampak diterapkannya system
One Stop Service dalam penanaman modal di Kabupaten Sragen. Tidak hanya
tingkat kepuasan masyarakat, tetapi kepuasan tersebut akan diukur dengan
sejaun mana pengaruh system One Stop Service dalam meningkatkan

penanaman modal di Kabupaten Sragen.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan One Stop Service

terhadap penanaman modal di Kabupaten Sragen;

20 Sonya Hellen Sinombor.2007. Revolusi Birokrasi di Kabupaten Sragen dan Parepare. Dalam
www.sragen.co.id. Diakses 10 Maret 2011.
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2. Untuk mengeksplanasikan mengatahui apa kendala dan permasalahan
yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan One Stop Service dalam
perijinan penanaman modal di Kabupaten Sragen;

3. Untuk menemukan bagaimana model ideal kebijakan One Stop Service
kedepan yang sesuai dengan perkembangan zaman;

4. Untuk menambah pengetahuan peneliti di bidang Hukum Perdata dan
Hukum Administrasi Negara, terutama yang berkaitan dengan upaya
mewujudkan birokrasi yang mengacu pada iptimaslisasi pelayanan public
khusunya mengenai kemudahan perijinan di KabupatenSragen;

5. Untuk melatih kemampuan peneliti dalam menerapkan teori ilmu hukum
yang didapat selama perkuliahan guna menganalisis permasalahan—
permasalahan yang muncul berkaitan dengan implementasi kebijakan One
Stop Service terhadap penanaman modal di Kabupaten Sragen;

6. Untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat PascaSarjana
dalam ilmu hukum pada Magister IImu Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian
Nilai dalam penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang
diperoleh dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang penulis harapkan dari
penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.



b)
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada
umumnya dan Hukum Perdata serta Hukum Administrasi Negara pada
khususnya;

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya referensi dan
literatur dalam dunia kepustakaan tentang mekanisme perijinan dan
pelayanan publik yang dilakukan pemerintah;

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap

penelitian-penelitian sejenis untuk tahapan berikutnya.

Manfaat Praktis

a)

b)

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan
pertimbangan dan rekomendasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten
Sagen dalam menentukan kebijakan peningkatan pelayanan publik;

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu memberikan
pemahaman dan kesadaran kepada penanam modal (investor) dan
pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait yang peduli terhadap

masalah penanaman modal (investasi).



